
 

 

PENDAHULUAN 

Praktik Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan instrumen pembiayaan yang memiliki peran 

strategis dalam pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat, namun dalam implementasinya sering 

memunculkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya ketika terjadi pengalihan piutang melalui 

mekanisme cessie. Pengalihan piutang dalam perjanjian kredit KPR tidak hanya berkaitan dengan 

hubungan hukum antara kreditur dan debitur, tetapi juga menyentuh aspek jaminan kebendaan berupa 

hak tanggungan atas tanah dan bangunan. Kerangka hukum nasional telah mengatur jaminan tersebut 
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Abstract 
The transfer of Home Ownership Credit (Kredit Pemilikan Rumah) through cessie constitutes a 

legally recognized mechanism for the assignment of receivables, yet it frequently generates legal 

disputes when debtor protection is inadequately ensured. This study examines legal efforts aimed 

at preventing disputes arising from the transfer of mortgage credit through cessie, with a particular 

focus on the position of debtors. Using a normative juridical approach, the research analyzes 

statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions related to receivables transfer 

and security rights. The findings reveal that disputes commonly emerge due to insufficient 

notification to debtors, procedural deficiencies in the execution of cessie, and ambiguities 

concerning the continuity of mortgage guarantees. Preventive legal measures, including 

contractual clarity, compliance with statutory requirements, and strengthened institutional 

oversight, play a crucial role in reducing dispute potential. When preventive mechanisms fail, 

repressive legal remedies through litigation and alternative dispute resolution function as 

corrective instruments to restore legal balance. The study concludes that an integrated legal 

framework combining preventive and repressive measures is essential to ensure legal certainty and 

effective debtor protection in cessie-based mortgage transfers. 

 

Keywords:   Cessie, Home Ownership Credit, Debtor Protection, Legal Dispute Prevention, 

Mortgage Law. 

Abstrak 

Peralihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui cessie merupakan mekanisme hukum yang 

diakui untuk pengalihan piutang, namun seringkali menimbulkan sengketa hukum ketika 

perlindungan debitur tidak dijamin dengan baik. Studi ini mengkaji upaya hukum yang bertujuan 

mencegah sengketa yang timbul dari peralihan kredit hipotek melalui cessie, dengan fokus khusus 

pada posisi debitur. Menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menganalisis 

peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan terkait 

pengalihan piutang dan hak jaminan. Temuan menunjukkan bahwa sengketa sering muncul akibat 

pemberitahuan yang tidak memadai kepada debitur, kelemahan prosedural dalam pelaksanaan 

cessie, dan ketidakjelasan mengenai kelangsungan jaminan hipotek. Langkah-langkah hukum 

preventif, termasuk kejelasan kontrak, kepatuhan terhadap persyaratan perundang-undangan, dan 

pengawasan institusional yang diperkuat, memainkan peran krusial dalam mengurangi potensi 

sengketa. Ketika mekanisme pencegahan gagal, tindakan hukum represif melalui litigasi dan 

penyelesaian sengketa alternatif berfungsi sebagai alat korektif untuk memulihkan keseimbangan 

hukum. Studi ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum terintegrasi yang menggabungkan 

tindakan pencegahan dan represif sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan 

perlindungan debitur yang efektif dalam transfer hipotek berbasis cessie. 

 

Kata kunci: Cessie, Kredit Kepemilikan Rumah, Perlindungan Debitur, Pencegahan Sengketa 

Hukum, Hukum Jaminan Hak Tanggungan. 
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melalui Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Hak Tanggungan yang menegaskan asas 

kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996). Meski demikian, praktik pengalihan piutang kerap menimbulkan 

sengketa akibat lemahnya pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum perdata yang berlaku 

(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2003). 

Cessie sebagai instrumen peralihan hak piutang secara yuridis diakui dalam sistem hukum 

perdata Indonesia, namun penerapannya dalam transaksi pembiayaan, termasuk KPR, menimbulkan 

implikasi hukum yang tidak sederhana. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas cessie 

sangat bergantung pada kejelasan prosedur, akta pengalihan, serta pemberitahuan kepada debitur 

sebagai pihak yang terikat langsung dengan kewajiban pembayaran (Arrahman et al., 2025; Muzaki & 

Machmud, 2023). Ketidaksesuaian prosedural dalam pelaksanaan cessie berpotensi melemahkan posisi 

hukum debitur dan membuka ruang sengketa di kemudian hari. Hal ini menunjukkan adanya celah 

antara norma hukum tertulis dan praktik di lapangan. 

Permasalahan semakin kompleks ketika cessie dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan 

debitur, yang pada praktiknya sering menimbulkan konflik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban 

perjanjian kredit. Penelitian menunjukkan bahwa pengalihan piutang yang dilakukan secara sepihak 

dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berujung pada sengketa perdata antara debitur dengan 

kreditur baru (Rahma & Lyanthi, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perlindungan hukum 

debitur dalam praktik pengalihan piutang yang tidak transparan. Situasi ini berpotensi bertentangan 

dengan prinsip keadilan kontraktual dalam hukum perdata. 

Aspek jaminan hak tanggungan turut memperkuat urgensi pengaturan yang jelas terkait cessie 

dalam KPR. Hak tanggungan memiliki sifat mengikuti piutang yang dijamin, sehingga peralihan 

piutang secara otomatis membawa konsekuensi terhadap objek jaminan. Berbagai kajian menegaskan 

bahwa kedudukan akta cessie memiliki implikasi langsung terhadap keberlakuan dan eksekutorial hak 

tanggungan, terutama apabila masa berlakunya telah melewati ketentuan hukum yang ditetapkan 

(Dharmawan, 2024; Mustofa & Suprapti, 2024). Ketidakjelasan posisi jaminan ini berpotensi 

merugikan debitur dan memperbesar risiko sengketa. 

Dalam praktik perbankan dan lembaga pembiayaan, cessie sering digunakan sebagai solusi 

penyelesaian kredit bermasalah, baik di sektor konvensional maupun syariah. Namun sejumlah 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan cessie tanpa analisis hukum yang komprehensif justru 

menimbulkan persoalan baru, terutama terkait perlindungan debitur dan kepastian eksekusi jaminan 

(Elmi & Kartika, 2025; Fatmawati et al., 2025). Disparitas putusan pengadilan dalam perkara kepailitan 

dan sengketa kredit berbasis cessie menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan hukum di tingkat 

yudisial (Fedhitama & Anisah, 2023). Kondisi ini memperkuat kebutuhan akan upaya hukum preventif 

yang sistematis. 

Sengketa KPR akibat cessie juga kerap muncul dalam kasus eksekusi pengosongan rumah, yang 

berdampak langsung terhadap hak konsumen sebagai debitur. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa 

peralihan piutang dapat berujung pada konflik serius ketika debitur menghadapi kreditur baru tanpa 

kejelasan dasar hukum pengalihan tersebut (Hutauruk et al., 2024). Dalam banyak kasus, debitur berada 

pada posisi yang lemah akibat kurangnya informasi dan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini 

menunjukkan bahwa cessie dalam KPR tidak dapat dilepaskan dari aspek perlindungan konsumen. 

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kepastian hukum pengalihan piutang dalam praktik 

KPR, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif tanpa menekankan langkah-langkah 

pencegahan sengketa secara komprehensif. Studi-studi tersebut menyoroti adanya ketegangan antara 

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan praktik perbankan modern yang menuntut 

fleksibilitas tinggi (La Tenritata et al., 2022; Parawansah, 2025). Selain itu, perbandingan konsep 

peralihan hak dalam hukum perdata dan hukum Islam menunjukkan adanya perbedaan prinsip yang 

memengaruhi cara perlindungan terhadap debitur (Asisah et al., 2025). Perbedaan tersebut semakin 

memperkaya kompleksitas kajian cessie dalam pembiayaan perumahan. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam 

upaya hukum yang dapat dilakukan guna mencegah sengketa terhadap debitur yang mengalihkan Kredit 

Pemilikan Rumah melalui cessie. Kajian ini diharapkan mampu mengintegrasikan norma hukum 

perdata, hukum jaminan, serta praktik perbankan agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum yang 

seimbang. Dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan temuan penelitian terdahulu, 

penelitian ini berupaya memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan hukum 
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pembiayaan perumahan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Danovand et al., 2023). 

Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat mekanisme pencegahan sengketa dalam praktik 

cessie KPR. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji upaya hukum dalam mencegah sengketa terhadap 

debitur yang mengalihkan Kredit Pemilikan Rumah melalui cessie. Bahan hukum primer meliputi 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perdata, perbankan, agraria, dan jaminan 

kebendaan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, 

Undang-Undang Perbankan, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari 

literatur ilmiah berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan putusan 

pengadilan yang relevan dengan praktik cessie dalam pembiayaan perumahan. Seluruh bahan hukum 

dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman 

yang komprehensif mengenai kedudukan hukum debitur, implikasi pengalihan piutang, serta formulasi 

upaya hukum preventif guna mencegah terjadinya sengketa dalam praktik Kredit Pemilikan Rumah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kedudukan Hukum Cessie dalam Kredit Pemilikan Rumah dan Potensi Sengketa terhadap 

Debitur 

Pengalihan piutang melalui mekanisme cessie dalam praktik Kredit Pemilikan Rumah 

merupakan fenomena hukum yang berkembang seiring meningkatnya kompleksitas pembiayaan 

perbankan dan kebutuhan pengelolaan risiko kredit. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, cessie 

dipahami sebagai peralihan hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru yang didasarkan pada 

ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun secara normatif diakui 

keabsahannya, penerapan cessie dalam hubungan kredit perumahan menimbulkan persoalan hukum 

ketika dilakukan tanpa pengaturan yang jelas terhadap posisi debitur. Sejumlah penelitian menegaskan 

bahwa ketidakjelasan kedudukan hukum debitur pasca-cessie sering menjadi sumber utama timbulnya 

sengketa perdata (La Tenritata et al., 2022; Rasyid, 2024). 

Dalam konteks Kredit Pemilikan Rumah, cessie tidak hanya menyangkut peralihan piutang, 

tetapi juga berkaitan langsung dengan objek jaminan berupa hak tanggungan atas tanah dan bangunan. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menegaskan bahwa hak jaminan 

mengikuti piutang yang dijaminkan, sehingga secara yuridis hak tanggungan turut beralih kepada 

kreditur baru. Namun, persoalan muncul ketika pengalihan tersebut tidak disertai pemberitahuan atau 

persetujuan yang memadai dari debitur. Kondisi ini menciptakan ketimpangan informasi dan berpotensi 

menempatkan debitur pada posisi hukum yang lemah (Mustofa & Suprapti, 2024; Dharmawan, 2024). 

Praktik cessie dalam pembiayaan perumahan juga sering dilakukan sebagai strategi penyelesaian 

kredit bermasalah oleh lembaga keuangan. Bank atau lembaga pembiayaan cenderung memandang 

cessie sebagai instrumen efisien untuk mengalihkan risiko piutang tanpa harus melalui proses eksekusi 

jaminan yang panjang. Penelitian menunjukkan bahwa orientasi efisiensi tersebut kerap 

mengesampingkan aspek perlindungan hukum debitur, khususnya terkait transparansi dan kepastian 

hubungan hukum pasca-pengalihan piutang. Hal ini memperkuat temuan bahwa cessie yang tidak 

dikelola secara proporsional membuka ruang konflik hukum antara debitur dan kreditur baru (Arrahman 

et al., 2025; Rahmadinata, 2022). 

Dari sudut pandang hukum perjanjian, pengalihan piutang melalui cessie menimbulkan 

perubahan subjek hukum dalam hubungan kredit, sementara substansi kewajiban debitur tetap sama. 

Meskipun secara teori perubahan kreditur tidak memerlukan persetujuan debitur, praktik perbankan 

menunjukkan bahwa ketiadaan komunikasi hukum yang memadai menimbulkan ketidakpastian 

pelaksanaan prestasi. Beberapa putusan pengadilan memperlihatkan bahwa debitur sering kali tidak 

mengetahui kepada siapa kewajiban pembayaran harus dipenuhi setelah terjadinya cessie. Situasi ini 

menjadi dasar argumentasi hukum debitur dalam menggugat keabsahan atau akibat hukum cessie 

(Rahma & Lyanthi, 2024; Yusvaldi et al., 2023). 

Persoalan semakin kompleks ketika cessie dilakukan atas piutang yang telah jatuh tempo atau 

disertai wanprestasi debitur. Dalam kondisi tersebut, kreditur baru sering langsung menempuh langkah 

eksekusi jaminan tanpa melakukan penataan ulang perjanjian kredit. Penelitian menunjukkan bahwa 
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pola ini meningkatkan potensi sengketa karena debitur merasa tidak pernah terikat langsung dengan 

kreditur penerima cessie. Ketegangan antara asas kebebasan berkontrak dan perlindungan debitur 

menjadi isu sentral dalam praktik tersebut (Fitri et al., 2023; Hutauruk et al., 2024). 

Untuk memberikan gambaran empiris mengenai implikasi cessie dalam Kredit Pemilikan 

Rumah, berikut disajikan data komparatif dari penelitian dan putusan terkait praktik pengalihan piutang 

dan dampaknya terhadap debitur. 

 

Tabel 1. Praktik Cessie dalam Kredit Pemilikan Rumah dan Dampak Hukumnya 

 

Peneliti / Sumber Fokus Kajian Temuan Utama 

La Tenritata et al. 

(2022) 
Cessie dalam KPR 

Ketidakpastian hukum debitur akibat 

minimnya pemberitahuan 

Rahmadinata (2022) 
Cessie sebagai solusi 

kredit bermasalah 
Potensi konflik akibat peralihan jaminan 

Arrahman et al. (2025) Efektivitas cessie 
Efisiensi kreditur tidak selalu sejalan dengan 

perlindungan debitur 

Hutauruk et al. (2024) 
Sengketa eksekusi pasca-

cessie 

Debitur dirugikan karena perubahan kreditur 

sepihak 

Yusvaldi et al. (2023) Cessie sepihak 
Perlunya mekanisme preventif untuk 

melindungi debitur 

Sumber: Diolah dari jurnal ilmiah dan putusan pengadilan terkait cessie dan Kredit Pemilikan Rumah. 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam praktik cessie bukan terletak pada 

keabsahan normatifnya, melainkan pada mekanisme implementasi yang kurang memperhatikan 

kepentingan debitur. Temuan empiris memperlihatkan pola berulang berupa sengketa akibat kurangnya 

transparansi dan kepastian hukum. Hal ini menguatkan pandangan bahwa cessie dalam KPR 

memerlukan pengaturan preventif yang lebih komprehensif. Tanpa penguatan aspek perlindungan 

hukum, cessie berpotensi menjadi sumber konflik yang berkelanjutan (Fedhitama & Anisah, 2023; 

Parawansah, 2025). 

Dalam perspektif hukum jaminan kebendaan, peralihan piutang melalui cessie membawa 

konsekuensi langsung terhadap eksekusi hak tanggungan. Kreditur baru memperoleh kewenangan 

hukum untuk mengeksekusi jaminan, meskipun hubungan kontraktual awal dibangun antara debitur 

dan kreditur lama. Kondisi ini sering menimbulkan persepsi ketidakadilan dari pihak debitur, terutama 

ketika proses pengalihan tidak disertai penyesuaian administratif dan substantif. Penelitian hukum 

jaminan menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum kreditur dan perlindungan 

debitur (Fatmawati et al., 2025; Mustofa & Suprapti, 2024). 

Selain aspek perdata murni, cessie dalam KPR juga berkaitan dengan rezim hukum perbankan 

dan perlindungan konsumen. Undang-Undang Perbankan menempatkan prinsip kehati-hatian dan 

transparansi sebagai fondasi hubungan antara bank dan nasabah. Ketika cessie dilakukan tanpa 

pemberitahuan yang memadai, prinsip tersebut berpotensi dilanggar dan membuka ruang gugatan 

hukum. Sejumlah kajian menekankan bahwa posisi debitur KPR sebagai konsumen jasa keuangan harus 

memperoleh perlindungan hukum yang proporsional (Randy, 2022; Sari & Mulyani, 2025). 

Kajian perbandingan juga menunjukkan bahwa konsep peralihan piutang tidak hanya dikenal 

dalam hukum perdata nasional, tetapi juga dalam sistem hukum Islam melalui mekanisme hawalah. 

Studi perbandingan memperlihatkan bahwa hawalah menekankan prinsip keadilan dan kejelasan 

hubungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Perbandingan ini memberikan perspektif alternatif 

bahwa pengalihan piutang seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepentingan kreditur, tetapi juga 

pada kepastian dan keadilan bagi debitur. Temuan ini memperkaya diskursus normatif mengenai 

pembaruan praktik cessie dalam KPR (Asisah et al., 2025; Salsabila, 2023). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan hukum cessie dalam Kredit 

Pemilikan Rumah memiliki implikasi langsung terhadap potensi sengketa debitur. Permasalahan tidak 

bersumber pada legitimasi hukum cessie, melainkan pada tata kelola dan mekanisme pelaksanaannya. 

Ketidakseimbangan posisi para pihak, khususnya lemahnya perlindungan preventif bagi debitur, 

menjadi faktor dominan timbulnya konflik hukum. Sub bahasan ini menegaskan pentingnya 
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merumuskan upaya hukum preventif yang mampu menutup celah sengketa sejak tahap pengalihan 

piutang, yang akan dibahas lebih lanjut pada sub bahasan berikutnya. 

  

Upaya Hukum Preventif dalam Mencegah Sengketa Debitur pada Pengalihan Kredit Pemilikan 

Rumah melalui Cessie 

Upaya hukum preventif dalam praktik pengalihan Kredit Pemilikan Rumah melalui cessie 

berfungsi sebagai instrumen utama untuk menutup ruang sengketa sebelum konflik hukum muncul. 

Pencegahan sengketa menuntut penguatan mekanisme hukum sejak tahap perancangan perjanjian 

kredit, pelaksanaan pengalihan piutang, hingga pengelolaan hubungan hukum pasca-cessie. Dalam 

konteks ini, peran norma perjanjian dan asas kehati-hatian menjadi krusial untuk menjaga 

keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur. Berbagai penelitian menegaskan bahwa 

sengketa cessie umumnya muncul bukan karena absennya dasar hukum, melainkan akibat lemahnya 

pengaturan preventif yang melibatkan debitur (Rahma & Lyanthi, 2024; Yusvaldi et al., 2023). 

Salah satu upaya preventif yang paling fundamental terletak pada perumusan klausul cessie 

dalam perjanjian kredit sejak awal. Klausul yang jelas mengenai kemungkinan pengalihan piutang, 

konsekuensi hukum bagi debitur, serta mekanisme pemberitahuan menjadi instrumen penting untuk 

menciptakan kepastian hukum. Perjanjian kredit yang tidak mengantisipasi cessie cenderung 

menempatkan debitur dalam posisi rentan ketika pengalihan piutang dilakukan secara sepihak. Kajian 

hukum perbankan menunjukkan bahwa keberadaan klausul eksplisit mengenai cessie berkontribusi 

signifikan dalam menekan potensi sengketa (Muzaki & Machmud, 2023; Rasyid, 2024). 

Selain klausul perjanjian, kewajiban pemberitahuan kepada debitur merupakan elemen preventif 

yang tidak dapat diabaikan. Pasal 613 KUH Perdata memang tidak mensyaratkan persetujuan debitur, 

namun praktik hukum modern menempatkan pemberitahuan sebagai bentuk perlindungan hukum 

minimum. Pemberitahuan yang dilakukan secara tertulis dan dapat dibuktikan secara hukum 

memberikan kejelasan mengenai identitas kreditur baru serta tata cara pemenuhan kewajiban debitur. 

Penelitian empiris menunjukkan bahwa sengketa cessie sering berakar pada ketidaktahuan debitur 

terhadap terjadinya pengalihan piutang (Rahmadinata, 2022; Hutauruk et al., 2024). 

Upaya preventif juga berkaitan erat dengan transparansi administratif dalam pengalihan hak 

tanggungan. Pengalihan piutang melalui cessie seharusnya diikuti dengan pencatatan perubahan 

kreditur dalam dokumen jaminan, baik secara internal maupun melalui mekanisme pendaftaran yang 

relevan. Ketidaksinkronan antara peralihan piutang dan administrasi jaminan sering menimbulkan 

ketidakpastian hukum saat terjadi eksekusi. Sejumlah kajian hukum jaminan menekankan bahwa tertib 

administrasi merupakan syarat penting untuk mencegah konflik kepemilikan hak eksekutorial 

(Dharmawan, 2024; Parawansah, 2025). 

Peran lembaga keuangan sebagai pelaku utama cessie juga menentukan efektivitas pencegahan 

sengketa. Bank dan lembaga pembiayaan dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian serta perlindungan 

konsumen dalam setiap kebijakan pengalihan piutang. Orientasi semata pada efisiensi penyelesaian 

kredit bermasalah berpotensi mengabaikan hak-hak debitur. Penelitian menunjukkan bahwa praktik 

cessie yang mengedepankan tata kelola yang baik mampu menurunkan tingkat sengketa secara 

signifikan (Arrahman et al., 2025; Elmi & Kartika, 2025). 

Untuk memperkuat gambaran empiris mengenai efektivitas upaya preventif, berikut disajikan 

data hasil kajian dan putusan yang menyoroti hubungan antara mekanisme pencegahan dan potensi 

sengketa cessie. 

 

Tabel 2. Upaya Hukum Preventif Cessie dan Dampaknya terhadap Sengketa Debitur 

 

Upaya Preventif Sumber Kajian Dampak terhadap Sengketa 

Klausul cessie dalam 

perjanjian kredit 

Muzaki & Machmud 

(2023) 

Mengurangi klaim keberatan 

debitur 

Pemberitahuan tertulis kepada 

debitur 
Rahma & Lyanthi (2024) Meningkatkan kepastian hukum 

Penataan administrasi hak 

tanggungan 
Dharmawan (2024) Menekan sengketa eksekusi 

Prinsip kehati-hatian lembaga 

keuangan 
Arrahman et al. (2025) Menurunkan konflik pasca-cessie 
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Perlindungan konsumen jasa 

keuangan 
Hutauruk et al. (2024) Memperkuat posisi hukum debitur 

Sumber: Diolah dari jurnal hukum, laporan penelitian, dan putusan pengadilan terkait cessie. 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme preventif berbanding lurus dengan 

menurunnya potensi sengketa antara debitur dan kreditur baru. Temuan ini memperkuat pandangan 

bahwa sengketa cessie bersifat sistemik dan dapat diminimalisasi melalui perencanaan hukum yang 

matang. Pencegahan sengketa tidak hanya menguntungkan debitur, tetapi juga memberikan kepastian 

hukum bagi kreditur dalam mengeksekusi haknya. Dengan demikian, upaya preventif memiliki nilai 

strategis dalam menjaga stabilitas hubungan hukum KPR (Fedhitama & Anisah, 2023; Fitri et al., 2023). 

Aspek lain dari upaya preventif terletak pada penguatan fungsi notaris dan pejabat pembuat akta. 

Akta cessie yang disusun secara cermat dan menjelaskan secara rinci hak serta kewajiban para pihak 

berperan sebagai alat bukti yang kuat apabila sengketa muncul. Penelitian menunjukkan bahwa akta 

cessie yang tidak memenuhi standar formil dan materil sering menjadi titik lemah dalam pembuktian di 

pengadilan. Oleh sebab itu, kualitas pembuatan akta menjadi bagian integral dari pencegahan sengketa 

(Dharmawan, 2024; Rahma & Lyanthi, 2024). 

Upaya preventif juga dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang 

disepakati sejak awal. Pencantuman klausul mediasi atau negosiasi dalam perjanjian kredit memberikan 

ruang penyelesaian non-litigasi ketika terjadi perbedaan tafsir pasca-cessie. Pendekatan ini dinilai lebih 

adaptif dan menjaga hubungan hukum para pihak dibandingkan jalur litigasi. Kajian hukum perdata 

modern menempatkan mekanisme ini sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif (Wibowo et 

al., 2025; Fedhitama & Anisah, 2023). 

Dari perspektif hukum perbankan, pengawasan internal dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi 

instrumen penting dalam mencegah sengketa cessie. Bank Indonesia dan otoritas terkait menuntut 

penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang menyeluruh. Ketidakpatuhan terhadap 

prinsip tersebut berpotensi memicu konflik hukum dan merugikan reputasi lembaga keuangan. Oleh 

karena itu, kepatuhan regulatif merupakan bentuk pencegahan sengketa yang bersifat struktural 

(Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Randy, 2022). 

Kajian perbandingan dengan konsep hawalah dalam hukum Islam juga memberikan kontribusi 

penting bagi penguatan upaya preventif. Hawalah menekankan kejelasan hubungan hukum dan kerelaan 

para pihak sebagai prasyarat peralihan kewajiban. Prinsip ini menunjukkan bahwa pencegahan sengketa 

menuntut keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Perbandingan tersebut 

memperkaya perspektif normatif dalam merancang model cessie yang lebih berorientasi pada 

perlindungan debitur (Asisah et al., 2025; Salsabila, 2023). 

Berdasarkan keseluruhan uraian, sub bahasan ini menegaskan bahwa upaya hukum preventif 

merupakan kunci utama dalam mencegah sengketa debitur pada pengalihan Kredit Pemilikan Rumah 

melalui cessie. Pencegahan sengketa harus dibangun secara sistematis melalui perjanjian, 

pemberitahuan, administrasi jaminan, serta tata kelola lembaga keuangan. Pendekatan preventif tidak 

hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat keadilan dalam hubungan kredit. Temuan 

ini menjadi landasan penting untuk membahas upaya hukum represif dan penyelesaian sengketa apabila 

konflik tetap terjadi, yang akan diuraikan dalam sub bahasan berikutnya. 

 

Upaya Hukum Represif dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa terhadap Debitur dalam 

Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah melalui Cessie 

Upaya hukum represif menjadi relevan ketika pengalihan Kredit Pemilikan Rumah melalui cessie 

telah menimbulkan sengketa antara debitur dan kreditur baru. Sengketa biasanya muncul pada tahap 

penagihan, eksekusi jaminan, atau pengosongan objek rumah yang dianggap tidak sah oleh debitur. 

Dalam kondisi tersebut, hukum berfungsi sebagai instrumen korektif untuk menilai keabsahan tindakan 

para pihak dan memulihkan hak yang dilanggar. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sengketa 

cessie pada KPR lebih sering diselesaikan melalui mekanisme represif karena lemahnya perlindungan 

pada tahap awal peralihan piutang (Hutauruk et al., 2024; Yusvaldi et al., 2023). 

Litigasi perdata di pengadilan negeri merupakan jalur represif utama yang ditempuh debitur 

ketika merasa dirugikan oleh pelaksanaan cessie. Gugatan umumnya diajukan atas dasar perbuatan 

melawan hukum, wanprestasi, atau cacat formil dalam akta pengalihan piutang. Pengadilan kemudian 

menilai apakah cessie dilakukan sesuai ketentuan KUH Perdata serta prinsip perlindungan konsumen. 
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Praktik peradilan menunjukkan bahwa pengadilan tidak serta-merta membatalkan cessie, melainkan 

menilai dampaknya terhadap posisi hukum debitur (Fedhitama & Anisah, 2023; Rahma & Lyanthi, 

2024). 

Putusan pengadilan dalam sengketa cessie KPR memperlihatkan adanya variasi pertimbangan 

hukum yang cukup signifikan. Perbedaan ini sering kali dipengaruhi oleh kelengkapan bukti 

pemberitahuan kepada debitur dan keterkaitan antara pengalihan piutang dengan hak tanggungan. 

Disparitas putusan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum bagi debitur maupun kreditur. Sejumlah 

kajian menilai bahwa ketidakkonsistenan putusan menjadi tantangan serius dalam perlindungan hukum 

debitur pasca-cessie (Fedhitama & Anisah, 2023; Parawansah, 2025). 

Selain jalur litigasi, penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi juga menjadi bagian 

dari upaya hukum represif. Mediasi, negosiasi, dan fasilitasi oleh lembaga keuangan atau otoritas terkait 

sering digunakan untuk menyelesaikan konflik tanpa proses pengadilan. Pendekatan ini dinilai lebih 

fleksibel dan berorientasi pada penyelesaian substansial dibandingkan pendekatan yuridis semata. 

Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian non-litigasi mampu menekan eskalasi konflik dan 

mengurangi beban psikologis debitur (Wibowo et al., 2025; Randy, 2022). 

Dalam konteks perbankan dan pembiayaan, mekanisme internal penyelesaian sengketa juga 

memainkan peran penting. Lembaga keuangan memiliki kewajiban menyediakan saluran pengaduan 

dan penyelesaian sengketa bagi debitur yang merasa dirugikan. Mekanisme ini menjadi bagian dari 

tanggung jawab hukum dan etika lembaga keuangan terhadap konsumennya. Studi menunjukkan bahwa 

penyelesaian internal yang responsif dapat mencegah sengketa berkembang ke tahap litigasi (Arrahman 

et al., 2025; Elmi & Kartika, 2025). 

Untuk menggambarkan pola penyelesaian sengketa cessie KPR secara empiris, berikut disajikan 

data mengenai jalur penyelesaian sengketa yang paling sering ditempuh beserta implikasi hukumnya. 

 

Tabel 3. Pola Penyelesaian Sengketa Cessie dalam Praktik Kredit Pemilikan Rumah 

 

Jalur Penyelesaian Karakteristik Sengketa Implikasi Hukum 

Litigasi perdata Gugatan PMH dan wanprestasi 
Putusan mengikat dan 

berkekuatan hukum tetap 

Mediasi non-litigasi 
Sengketa administratif dan 

penagihan 
Kesepakatan para pihak 

Penyelesaian internal bank Keberatan debitur atas cessie Koreksi prosedur dan kompensasi 

Upaya hukum 

banding/kasasi 
Ketidakpuasan atas putusan Preseden dan kepastian hukum 

Negosiasi ulang kredit 
Sengketa pembayaran pasca-

cessie 
Restrukturisasi kewajiban 

Sumber: Diolah dari jurnal hukum, laporan penelitian, dan putusan pengadilan terkait sengketa cessie. 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa litigasi tetap menjadi pilihan dominan dalam sengketa cessie 

KPR, meskipun jalur non-litigasi mulai menunjukkan peningkatan. Dominasi litigasi mencerminkan 

masih terbatasnya kepercayaan debitur terhadap mekanisme penyelesaian alternatif. Kondisi ini juga 

menunjukkan bahwa konflik cessie sering bersifat fundamental dan menyangkut hak atas rumah tinggal. 

Oleh karena itu, upaya represif harus ditempatkan sebagai pelindung terakhir ketika mekanisme 

preventif gagal berfungsi (Hutauruk et al., 2024; Yusvaldi et al., 2023). 

Aspek penting lain dari upaya represif adalah perlindungan debitur dalam proses eksekusi hak 

tanggungan. Sengketa sering muncul ketika kreditur baru melakukan eksekusi tanpa memperhatikan 

prosedur hukum yang berlaku. Pengadilan menilai secara ketat keabsahan titel eksekutorial dan 

hubungan hukum antara cessie dan jaminan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak eksekusi 

dibatalkan karena cacat prosedural dan kurangnya legitimasi kreditur baru (Dharmawan, 2024; Mustofa 

& Suprapti, 2024). 

Dalam beberapa kasus, sengketa cessie juga berkaitan dengan kondisi khusus debitur, seperti 

debitur meninggal dunia atau objek kredit diasuransikan. Situasi ini menimbulkan kompleksitas hukum 

tambahan yang memerlukan pendekatan represif yang lebih sensitif. Pengadilan dan lembaga keuangan 
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dituntut mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan keluarga debitur. Kajian empiris 

menegaskan bahwa pendekatan represif yang kaku justru memperpanjang konflik dan memperburuk 

posisi para pihak (Danovand et al., 2023; Sari & Mulyani, 2025). 

Perbandingan dengan mekanisme subrogasi dan buy back guarantee menunjukkan bahwa 

penyelesaian sengketa cessie tidak dapat dilepaskan dari pilihan instrumen hukum yang digunakan. 

Instrumen alternatif tersebut sering menawarkan penyelesaian yang lebih adaptif dibandingkan cessie 

murni. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kejelasan perjanjian dan itikad baik para pihak. 

Studi perbandingan menegaskan bahwa sengketa cenderung berkurang ketika instrumen hukum 

disesuaikan dengan karakteristik kredit (Asisah et al., 2025; Wibowo et al., 2025). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa upaya hukum represif berperan sebagai 

mekanisme korektif untuk memulihkan keseimbangan hukum dalam sengketa cessie KPR. Litigasi dan 

non-litigasi memiliki fungsi saling melengkapi dalam memberikan perlindungan kepada debitur. 

Efektivitas upaya represif sangat bergantung pada kualitas pembuktian, konsistensi putusan, dan 

komitmen perlindungan konsumen. Temuan dalam sub bahasan ini melengkapi analisis sebelumnya 

dan menunjukkan bahwa pencegahan sengketa cessie harus dipahami sebagai satu rangkaian utuh dari 

tahap preventif hingga represif. 

 

KESIMPULAN 

Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah melalui mekanisme cessie merupakan praktik hukum yang 

sah, namun berpotensi menimbulkan sengketa apabila tidak disertai perlindungan hukum yang memadai 

bagi debitur. Penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa cessie KPR umumnya bersumber dari 

lemahnya transparansi, kurangnya pemberitahuan kepada debitur, serta ketidaksinkronan antara 

pengalihan piutang dan kedudukan hak tanggungan. Upaya hukum preventif berperan penting dalam 

meminimalkan potensi konflik melalui penguatan aspek administratif, kontraktual, dan pengawasan 

lembaga keuangan. Ketika sengketa tetap terjadi, upaya hukum represif melalui mekanisme litigasi dan 

non-litigasi menjadi instrumen korektif untuk memulihkan hak debitur dan menegakkan kepastian 

hukum, sehingga pencegahan sengketa cessie KPR harus dipahami sebagai rangkaian upaya hukum 

yang terintegrasi sejak tahap perjanjian kredit hingga penyelesaian sengketa. 
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